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Latar
Belakang

Penyusunan
IKIP

Memotret 3 kewajiban generik negara

• kewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to 
protect), dan memenuhi (to fulfil)

Memperoleh data, fakta dan informasi terkait
implementasi UU KIP di 34 provinsi

• untuk melihat dalam dimensi Politik, Hukum, dan Ekonomi

Memastikan asas-asas Keterbukaan Informasi
terlaksana

• Obligation to tell (Badan Publik), Right to Information 
(Masyarakat), Access to Information (Komisi Informasi)



Tujuan
Penyusunan

IKIP
Jangka Pendek

1. Mengembangkan kuisioner indikator 
keterbukaan informasi

2. Menyusun Indeks Keterbukaan Informasi (IKI)
setiap propinsi di Indonesia dan indeks nasional

Jangka Panjang

1. Membantu penyusunan arah kebijakan nasional 
terkait keterbukaan informasi publik

2. Membantu pemerintah daerah dan badan publik
dalam mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi 
publik

3. Menyediakan dan membantu pembuatan bahan 
tentang upaya dan capaian dalam hal keterbukaan
informasi untuk disampaikan pemerintah Republik
Indonesia dalam forum internasional
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Maximum disclosure

Kewajiban mempublikasi

Promosi pemerintahan 

yang terbuka

Proses yang memudahkan 

akses atas informasi

Biaya yang tidak 

membebani akses

Perlindungan terhadap

whistleblower

Jaminan HAM
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